
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
merupakan salah satu obat atau bahan yang
bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
narnun tanpa pengencialian dan pengawasan yang ketat
dan seksama dapat menyebabkan penyalahguna€rn
yang menimbulkan ketergantungan yang sangat
merugikan;

b. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi pintu
untuk wilayah selatan Kalimantan Timur dan berada
diseberang Kota. Balikpapan yang memiliki tingkat lalu
lintas manusia ]rang sangat tinggi dan mernbanva
berbagai dampak yang memungkinkan terjadinya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

c. bahwa pencegahan dan Penanggulangan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan
tanggung jawab pemerintah, dan seluruh elemen
masyarakat;

d. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif L.ainnya yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
perlu diperkuat dengan penjabaran dalam Peraturan
Bupati;



Mengingat

e.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
cl-imaksrr,d dalam hr-rnr-f a, hurrf b, hurrf c, dan hurrf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tah un 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang
Pcrnhcntrrlran Kahrrnafcn Petraiatn Paeer ITt21g di
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 20, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang
Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2O2O tentalrg
Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA.

Menetapkan

-2-



3-

BAB I

KETEI\ITUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah ),ang memimpin pelaksanaan u!'usarr
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Penajam Paser Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan )'ang menjadi keu'enangan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Ra-tyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga peru,akilan rakyat Daerah j,ang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Narkotika adalah zat atatu obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik umum. maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
Ketergantungan, yang digolongkan dalam daftar narkotika sebagaimana
diatur dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 35 Tahun 20O9 tentang
Narkotika.

7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan
N:rkotika rznno herlthasiat nqilrnatif rnelalrti nenoarrrh selelrtif n2d4
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku.

8. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika,
Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat
menimbuii<an Ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dal/atau
lingkungannya.

9. Prelcursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia
yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana diatur
dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika.

10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika.

11. Penyalahgunaan adalah aktifitas atau kegiatan menggunakan Narkotika
tanpa hak atau melawan hukum,

12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan
mayarakat dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif L.ainnya.

13. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan
Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Psikotropika, dan 7-at
Adiktif la.innya di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan
pengawasan.
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14. Peredaran Gelap adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
penyaltrran atalr penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adlktif
Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukal perdagangan maupun
pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan
hukum.

15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Lainq'a tanpa hak atau melanvan hukum.

16. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk
menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus
menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang
sama dal apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara
tiba-tiba, menimbulkan gejala frsik dan psikis yang khas.

17. Pecandu adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan
Narkntika Psilrntrnnilza Aan ?.at A/til.fif Lainnrra rlan dalarn lzcar{ agl
Ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif l,ainnya
baik secara fisik maupun psikis.

18. Pemakai Pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang
menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Akditif Lainnya
karena coba-coba, dibujuk, <iiper<iaya, <iitipu, <iipaksa, dan/atau
diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya.

19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui
kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill,
dan lainlain.

20. Advokasi adalah Pendampingan dan bantuan hukum.

21. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjuinya disingkat IPWL adalah
pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilita.si Sosial yang ditunjuk oleh
Pemerintah.

22. Petr,llaian adalah rangkaian proses pengumpulan informasi yang
dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan seseorang terhadap
Narkotika.

23. Wajib l,apor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya,
dan/ atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum
cukup umur.

24. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu untuk membebaskan Pecandu dari K-etergantungan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

25. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik frsik, mental maupun sosial agar bekas Pecandu Narkotika
dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
masyarakat.

26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelengga-rakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan
informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah.
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27. Rumah Kost/Tempat Pemondokan adalah yang selanjutnya disebut
Pemondokan adalah rumah atar r kamar yang disediakan untuk tempat
tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang
dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat
tinggal keluarga, usaha hotei cian penginapan.

28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang
rnrionrr nranrr nenirnhrrnarr nahrilz rrranc tarlrrrlra rlan nrancr lainnrro

yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.

29. Asrama adalah rumah./ tempat yang secara khusus disediakan, yang
dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertenhl
yang bersifat sosial.

30. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang
dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa
cetak, media massa elektronik dan media sosial.

31. Sistem Informasi adalah media informasi dan data yang dibuat secara
terpadu dan berisi segda sesuatu -vang menyangkut aktilitas
Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 2

Asas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Geiap
Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

a. Keadilan, y-aifti daiam Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korbarr
Penyalahgunaan Narkotika, harus menekankan pada aspek pemerataan
tidak diskriminatif dankeseimbangan antara hak dan kewajiban;

b. pengayoman, yaitu setiap menteri muatan peratrrran perundang-
undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
menciptakan ketentraman masyarakat dalam rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgu.naan Narkotika;

c. kemanusiaan, yaitu dalam Pencegahan dan Rehabiiitasi Sosial korban
Penyalahgunaan Narkotika ditujukan untuk mengembalikan harkat dan
martabat korban secara manusiawi;

d. ketertiban dan keamanan, yaitu dalam Pencegahan dan Rehabilitasi
Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika ditujukan untuk tidak
melakukan Penyalahgunaan lagi dan akan diberikansanksi jika masih
melakukan tindakan pidana Narkotika dan menciptakan rasa aman bagi
masyarakat dengan menindak Pen;ralahgr-rna Narkotika dan peredaran
Narkotika di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur Daerah.

e. perlindungan, yaitu menegaskan bahwa aturan hukum Narkotika ini
berlaku untuk siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga
negErra asing yang meiai<ukan tindak pidana Narkotika dan bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan Penyalahgunaan
Narkotika.;

f. partisipasi Masyarakat, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat
didorong untuk berperan aktif dalam rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
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g. kepastian hukum, yaitu mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam
bentuk yartg tertulis, dalam rangka Pencegaha,n dan Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkotika harus dapat dipertanggungiawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan

h. kemitraan, yaitu dalam menangani masalah Pencegahan dan
Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika, diperlukan
kemitraan antara Pernerintah Daerah dan masyarakat, dimana
Pemerinta.h Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai
mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan Pencegahan
dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah agar dapat terselenggara
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan
di Daerah;

b. memberikan perlindungan dan menciptakar ketertiban bagi masyarakat
dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika; dan

c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya
Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah ciaiam Pencegahan cian pemberantasan Penyaiahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan
Zat Adiktif Lainnya) bertugas:

a. memberikan layanan akses komunikasi, informasi dan edukasi yang
benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika
dan Prekursor Narkotika (Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya);

b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah
swasta maupun masyarakat;

c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial
bagi Pemakai Pemula dan Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya; dan

d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
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Pasal 5

Pemeriniah Daerah dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyaiahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan
Zat Adtkttf Lainnya) berwenzrngt

a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya) dan;

b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di
Daerah, dan mengatur dan mengawasi tempat rehailitasi medis dan
Rehabilitasi Sosial di Daerah yang di selenggarakan oleh swasta dan
masyarakat.

BAB III

ANTISIPASI DINI DAN PELAKSANA

Bagran Kesatu

Antisipasi Dini

Pasal 6

(l) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan
antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan
Pencegahan dan pemberantasan Pen;ralahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika,

(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemasangan papan pengumuman larangan Penyalahgunaan
Narkotika, ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Perangkat
Daerah, Satuan Pendidikan, badan usaha, dan fasilitas umum
lainnya;

b. peiaksanaan i<ampanye dan penyebaran informasi mengenai
bahaya Penyalahgunaan Narkotika;

c. menjadikan surat tes/uji Narkotika yang menera gkan bersih 'lari
Narkotika sebagai salah satu syarat penerimaan Aparatur Sipil
Negara, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun non
Aparatur Sipil Negara;

d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya
Penl,alahgunaan Narkotika di lingkunga:r keluarga dan Satuan
Pendidikan; dan

e. membangun sarana pras€rrana dan sumber daya manusia pusat
informasi dan edukasi tentang Penanggulalgan Penyalahgunaan
Narkotika.

(3) Dalam rangka melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Daerah dapat membentuk dan menetapkan Tim
Pelaksana Fasilitasi Pencegahan dan pernberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
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Bagtan Kedua

Peiaksarra Fasilitasi

Pasal 7

(1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(2) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan
Pen)ralahgr:naa,n dan Peredaral Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di Daerah terdiri atas:

a. ketua : Bupati:

b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;

c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah;

d. selrretaris/ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
pelaksana harian

e. anggota :

1. unsur Perangkat Daerah; (sesuai dengan kebutuhan)

2. unsur kepolisian di Daerah; dan

3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;

(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:

a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di Daerah;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi
pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan
Penyalahgunaal dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di Daerah;

c. menyrsun laporan pelaksanaan Fhsilitasi Pencegahan dan
pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan

(4) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di tingkat kecamatan terdiri atas:

a. Ketua : camat;

b. wakil ketual : sei<reizris camat;
pelaksana harian

c. anggota :

1. kepala unit pelaksana teknis dinas;

2. kepala desa/ lurah;

3. unsur kepolisian di kecamatan; dan

4. unsur Tentara Nasional lndonesia di Kecamatan.

(5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), betugas:
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a. men5rusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan
Penyalahgu.naan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di kecamatan;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi
nelalcsa,naan Fasilita-si Pencegahan dan oemLreranta-sasrI- -------'-------- -o-*--*- f ----

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di kecamatan;

c. menJrusun iaporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan
pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cq. Kepala
Pelaksana Harian.

(6) Dalam peningkatan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan
pemberantasan Penyalahgunaa.n dan Peredaran Gelap Narkotika dan
n---1-------, lr---l--^:l-^ l: a:-^-1-^r l-- A-----L a---^L -^^----l---^r--t-rI.cKuI'suI' rlta[KuLlKa LIt LrrrE,KaL KtruarrraLarl, L-arrtaL uaIJaL trltrrlrl]urrlLtt(
kelompok kerja di desa/kelurahan bersih dari narkoba (desa bersinar)
melalui Surat Keputusan Camat.

(71 Susunan kelompok kerja Desa/Kelurahan bersih dari narkoba (desa
bersinar) terdiri atas:

a. Pembina : Camat;

Kapolsek;

Koramii;

kepala desa/lurah;

sei<retaris desa / keiurahan;

ketua PKK tingkat desa/Kelurahan;

i. babinkantibmas;

2. babinsa;

3. satlinmas;

4. BPD/LPM;

5. Tomas,tToga/Toda;

6. Karang Taruna;

7. Tenaga Penciidikan;

8. Tenaga Kesehatan; dan

9. Anggota PKK.

BAB IV

T,T,NUI,LiATiAI\

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 8

(i) Pemerintah Daerah meiaksanakan upaya Pencegahan Penyaiahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika,

b. Ketua

c. Seirretaris

d. Bendahara

e. Anggota
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(2) Jenis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika sebagajmana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

a. Pencegahan primer;

b. Pencegahal sekunder; dan

c. Pencegahan tersier.

Pasal 9

(i) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf
a yaitu upaya untuk mencegah seseor€rng menyalahgunakan Narkotika.

(2) Pencegahal Primer sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) dapat
dilakukan melalui:

a. Pencegahan Penya-lahgunaan Narkotika sejak dini;

b. diseminasi informasi pengaruh Penyalahgunaan Narkotika; dan

c. Arivokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan
Pemerintah Daerah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan
kelompok rentan.

Pasal 1O

(i) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

huruf b yaitu upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari
Ketergantungan Narkotika.

(2) Upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara terencana dan profesional.

Pasal 1 1

(1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf
c yaitu upaya Pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar
tidak mengulangi kembali Ketergantungan terhadap Narkotika setelah
menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

(2) Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara terencana dan profesional.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan

Pasal 12

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya)
dilaksanakan melalui kegiatan:

a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
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b. penyebaran infomasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan
Peredara-n Gela-p Na:kotika-, dan Prekr-rrsor Na-rkotika {Psikotropika-. cl-a-n

Zat Adiktif Lainnya);

c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui sosialisasi tentang
pemahaman mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, dan
Prekursor Narkotika (Psikotropika, darr Zat Adiktif Lainnya);

d. peningkatan peran aktit masyarakat untuk ii<ut mencegah cian
menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan
Prekursor Narkotika (Psikotropika, dart Zat Adiktif Lainnva);

e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan
masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan
yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
dan Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adikttf Lainnya); dan

t-. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, dan
Prekursor Narkotika (Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya).

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 13

Sasaran Pencegahan ciilaksanakan melalui:

a. keluarga;

b. lingkungan masyarakat;

c. Satuan Pendidikan berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah;

d. organisasi kemasyarakatan (ormas) tingkat Daerah;

e. Organisasi Perangkat Daerah;

f. badan usaha/tempat usaha seperti Perhotelan, Penginapan cian Tempat
Hiburan;

g. AsramaT'pemondokan;

h. tempat ibadah; dan

i. Media Massa.

Bagian Keempat

Pencegahan melalui Keiuarga

Pasal 14

Pencegahan melalui keluarga dilakukan dengan:

a. memberi pendidikan keagamaan yang bermuatan bahaya Narkotika;

b. memberi contoh perilaku hidup sehat;

c. melakukan Pendampingan kepada anak untuk bersih dan sehat;
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d. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya antara
orang h,la dengan anak agar memptr-nyai kekuatan mental dan
keberanian untuk menolak Penyalahgunaart Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Lainnya;

e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya; dan

f. melaporkan anggota keluarga jika ada Pecandu Narkotika ke IPWL.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan
terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara ;

a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;

c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zal Adiktif l,ainnya wilayah
masing-masing;

d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga;

e. meningkatkan penga$'asan terhadap kegiatan masl'arakat yang
berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Ge1ap Narkotika,
Psikotropika, dan

f. setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang
berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalagunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di
lingkungan wilayahnya.

Bagian Keenam

Pencegahan Satuan Pendidikan

Pasal 16

(1) Penanggung jawab Sairran Pendidikan wajib:

menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi
pelaksanaan kebijakan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan
Peredaran Ge1ap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan
Satuan Pendidikan;

a
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Pasal 17

(i) jika di dalam Satuan Pendidikan terciapat penciidik atau tenaga
kependidikan yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Lainnya dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan
kekuatan hukum tetap, Satuan Pendidikan tersebut menjatuhkan
hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(2) Jika di dalam Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adikti! Lainnya,
Satuan Pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari
kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk
mengikuti program Pendampingan dan / atau rehabiiitasi.

(3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang
dilak'-rk-an oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/
atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
secara nyata telah terbukti mcnyalahgunakan Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif lainnya.

b. membentuk tim/kelompok ke{a Satuan T\rgas Anti Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing Satuan
Pendidikan;

c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang
benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

ci. menfasiiitasi iayanan konsuitasiTkonseiing bagi pescrta didik yang
memiliki kecenderungan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, Psikotropika, dan 7-at Adiktif l,ainnya;

e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika
terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan
pendidikannya; dan

f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan
Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya dan segera
melaporkan kepada pihak yang berwenang.

(2) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan
bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi,
dan pemberian edukasi tentang Penyalahgunaan dan bahaya Narkotika
di Satuan Pendidikan sesuai dengan keu,enangannya.

(3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi
sebagaimana dimaksud pada aliat (21 dapat menjadi kegiatan
intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Satuan Pendidikan
dilakso.nakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang
Pendidikan berkoordinasi dengan Tim tingkat Daerah.
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(4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang
dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 setelah selesai menjalani program
Pendampingan dan/ atau rehabilitasi.

(5) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang
dibebaskan sementara dari kegiatan belqjar mengajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) setelah:

a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/ atau

b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

(i) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d antara lain:

a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebalan inforinasi ineirgeirai
bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melavvan peredaran
Penyalahgunaan Narkotika dan Frekursor Narkotika di wilayah
masing-masing.

(2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan
pemeriniah serta pihak swasta.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melaiui Instansi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 19

Instansi Pemerintah Daerah dan l,embaga Pemerintah di Daerah melakukan
upa],a Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan melalo:kan
pegawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak tedadi Peredaran Gelap
dan Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk:

a. mengadakan kampanye dan penyebaran infomasi tentang bahaya dan
Penyalahgunaan Narkotika dalam lingkungan kerjanya dan atau kepada
masyarakat sesuai dengan kewenangannya; cian

b. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan bersama dan atau
bekerjasama dengan dinas/ lembaga terkait.
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Pasal 2O

(i) Dalam penerimaan Caion Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah
dan instansi/lembaga Pemerintahan di Daerah dapat mengeluarkan
ketentuan yang mensyaratkan Calon Aparatur Sipil Negara harus:

a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah; dan

b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang
menyatakan tidak akan mengedarka-n dan/ atau menyalahgunakan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi
Calon Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Negeri dan bersedia
dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan
menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, darr Zat Adiktif Lainnya.

(21 Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga pemerintah
di Daerah wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap
men5rala.hg:nakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

(3) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l meliputi:

a. mewajibkan pegawai yang bekerja di lingkungan kerja-nya
menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengedarkan
dan/ atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya di atas kertas bermeterai;

b. mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak teq'adi Peredaran Gelap
dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dao 7at Adiktif
Lainnya;

c. ikut melalsanakan kampanye dan penyebaran informasi -vang
benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dal Peredaran Gelap
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang
mudah dibaca di lingkungan kerjanya;

e. melaporkan jika ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang
terjadi dilingkungan kedanya kepada pihak yang berwenang; dan

f. melaksanakan tes Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun dan mempublikasikannya.

Pasal 21

(1) Pimpinan DPRD melakukan upaya Pencegahan terhadap
Penyalahgunaan Narkotika melalui pengawasan terhadap lingkungan
kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:

a. pimpinan dan anggota DPRD menandatangani surat pernyataan
tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan Narkotika
selama menjadi pimpinan dan alggota DPRD diatas kertas
bermeterai;
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b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang
trenar mengenai baha-ya Penyalahgunaan Narkotika;

c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan
Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;

d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang
terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan

e. melaksanakan tes Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun dan mempublikasikannya.

Bagian Kesembilan

Pencegahan meialui Badan Usaha/Tempat Usaha
seperti Perhotelan, Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Penanggung jawab badan usaha/tempat usaha wajib:

a. meminta kepada pegawail karyawan yang bekeq'a di Tempat Usaha yang
dikelolahnya untuk menandatangani Surat Pernyataan tidak akan
mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai/ karyawan diatas kertas
bermeterai;

b. mengawasi agar Tempat Usaha yang dikelolahnya tidak terjadi
Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
A;ilzf if I ainnrra.14'.'L)4t

c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar
mengenai baha,va Pen-valahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika darr Zat Adiktif Lainnya;

d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di
lingkungal tempat usahanya;

e. bertindak kooperatif dan proaktif dalam pelaksanaan kegiatan
penegakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika. Psikotropika dan Zat Adiktif l,ainnya di
lingkungan tempat usahanya; dan

f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada
indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zal Adiktif Lainnya di lingkungan tempat usahanya.

Bagran Kesepuluh

Pencegahan melalui Pemondokan/Asrama

Pasal 23

Penanggung jawab pemondokan atau Asrama wajib:

a. membuat peraturan pemondokan atau Asrama yang melarang adanya
kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Lainnya, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat
yang mudah dibaca;
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b. mengawasi pemondokan atau Asrama yang dikelolanya agar tidak
te{adi Penyalahgt-rna-an dan Peredaran Gelap Narkotika-, Psikotropika-
dan Zat Adiktif Lainnya;

c. ikut melaksanakan kampanye dan penvebaran informasi yang benar
mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;

d. meminta kepada penghuni pemonciokan atau Asrama yang ciikeioianya
untuk menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengedarkan
dan/atau menyalahgunakan, Peredaran Gelap Narkotika. Psikotropika,
Dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni di atas kertas
bermeterai;

e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada Penegak hukum jika diduga
terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif Lainn5,€t di lingkungan pennondokan atau Asrarna yang
dikelolanya; dan

f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika daLrr Zat
Adiktif Lainnya di lingkungan pemondokan atau Asrama yang
ciikelolanya.

Bagian Kesebelas

Pencegahan meialui Tempat Ibadah

Pasal 24

Pencegahan melalui tempat ibadah dilaksanakan melaiui:

a. menyampaikan materi Narkotika dalam khotbah atau ceramah kepada
nora iqrnaalrrnrzq.

Jg^^rqgrrrJq,

b. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan
men5ralahgunakan Narkotika; dan

c. membuat pengumuman tentang larangan Penyalahgunaan Narkotika
dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.

Bagian Keduabelas

Pencegahan melalui Me<iia Massa

Pasal 25

Media Massa cii Daerah berperan akhf cialam upaya Pencegahan terhaciap
Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya
Penyalah gunaan Narkotika;

b. lebih selektif dalam pen]'ampaian berita, tayangan, artikel, dan opini
yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika; dan

c. melalo-rkan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegaha-n dan
Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika.
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BAB V

PENAI.[GANAN

Bagian Kesatu

IPWL

Pasal 26

(i) Pengobatan dani atau perawatan riari IPWL pada Rehabilitasi iviedis dan
Rehabilitasi Sosial Wajib Lapor dilakukan berdasarkan permintaan dari:

a nrar,lo fira qfarr rrzali Aqrr Penanrlrr Narlenfilza rrarrcr hehrrn nrrlnrrr
vqllgiJ

umur; dan

b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

(2) IPWL dalam melakukan pengobatan dan /atau perawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang
Ketergantungan Narkotika; dan

b. sarana yang sesuai dengan siandar Rehabiiitasi Me<iis atau standar
Rehabilitasi Sosial.

I?l Darorrqrqlqn lzatcnoaaan eplracaimana r{imalzcrrrl nar{a arrat IOI hrrnrf a
\v, r vruJssr4r 

^rsrur 
q

paling sedikit memiliki:

a. pengetahuan dasar Ketergantungan Narkotika;

b. keterampilan melakukan Penilaian Ketergantungan Narkotika;

c. keterampilan melakukan konseling dasar Ketergantungan
Narkotika; dan

d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis
Narkotika- vanc diguna-ka-n.

Pasal2T

(i) Pecandu i{arkotika yang beium cukup umur dan teiah diiaporkan oieh
orang tua atau walinya, tidak dikenakan tuntutan pidana sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika.

(2) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b yang sedang menjalani Rehabilitasi
fuIedis 2 (<iuai kaii masa perawatan dokter di rumah saicit daniatau
lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak
dituntut pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2AO9 tentang Narkotika.

(3) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada
IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen atau Penilaian-

(4) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 2
(dua) kali masa perawatan.

(5) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan
pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau
atas permintaan Pecandu Narkotika, orangtua, wali atau keluarganya,
IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki
kemampuan.
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(6) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatanlperawatan di
n-rmahsakit/fasilitas pela5ranan kesehatan lainnya, d-ar lembaga-
Rehabilitasi Medis dan sosial Wajib Lapor kepada IPWL.

Pasal 28

t1) IPWL sebagaimana dimaksud cialam Pasai 26 wajib melakukan Penilaian
terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu
Narkotika.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis
dan aspek sosial.

(3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta
pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Nar'kotika.

(4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat
kesehatan, riwayat penggLrnaan Narkotika, riwayat pengobatan dan
perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat
psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkotika.

(5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi obsenrasi atas
perilaku Pecandu Narkotika.

Pasal 29

(1) Hasil Penilaian dicatat pa<ia rekam meciis atau catatan perubahan
perilaku Pecandu Narkotika.

(2) Hasil Peniiaiair sebagaiinana dimaksur'r pada ayat (1) bersiiat rahasia
dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu
Narkotika yang bersangkutan.

(3) Kerahasiaan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati
oleh Pecandu Narkotika, orang tua/wali atau keluarga Pecandu
Narkotika dan pimpinan IPWL.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 30

(1) Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan
melalui rehabilitasi.

l?i Rehabilitasi setiagaimana yang dimaksutl pada ayal (1) terdiri alas:

a. Rehabilitasi Medis; dan

b. Rehabiiitasi Sosiai.
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(3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi:

a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna Narkotika dari
Ketergantungan Narkotika;

b. tindakan terapi gawat darurat untuk melepaskan Pecandu dari
kelebihan dosis dan gejala putus zat;

c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari
Narkotika; dan

ci. tindalcal pascadetoksifrkasi berupa pemulihan secara terpadu baik
secara fisik, mental maupun sosial.

(4) Rehabilitasi Sosial sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2) huruf b,
meliputi:

a. motivasi dan diagnosis psikososial;

b. perawatan dan pengasuhan;

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan:

d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan frsik;

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g. pelayanan aksesibilitas;

h. bantuan dan asistensi sosial;

i. bimbingan resosialisasi;

j. bimbingan lanjut; dan/atau

k. rujukan.
(5) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

Pemenntah Daerah melakukan upaya setragai berikut:

a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk melqksanakan Wajib
Lapor guna mendapatkan rehabilitasi;

b. penyelenggaraan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial kepada Penyalahguna, korban Penyalahgunaan dan Pecandu
liarkotika;

c. peningkatan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan Daerah
Penyalahgunaan Narkotika; dan

d. peningkatan pembinaan kepada mantan Penyalahguna, korban
Penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika.

Bagian Kedua

Tempat Rehabilitasi

Pasal 31

(1) Guna mendapatkan bantuan medis, intcrvensi psikososial dan inlbrmasi
yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan
memperoleh rujukan medis, Pecandu Narkotika ditempatkan pada
lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial setelah
menjalani proses Penilaian.
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(2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) cliteta-pkan sesr-ra-i clengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 32

(ii Pihak yang menjaiani Rehabiiitasi Meciis dan/atau Rehabiiitasi Sosial
bagi pengganal Pecandu Narkotika yang tersangkut masalah hukum
diperintahkan berdasarkan :

a. Putusan Pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. Penetapan Pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat
ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi
Sosiai.

(3) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi
So-sia! sehasaimana rJimak-sud dalam Pasa! 3'! avat rul men:nakan
kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan
tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim
Asesment Terpadu.

Pasal 33

(li Pengguna/Pecandu Narkotika yang meiaksanakan Wajib Lapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menjalani Rehabilitasi
Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat {2).

(2) Kewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial
sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) berlaku juga bagr Pecandu
Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:

a. Putusan Pengadiian jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. Peiietapan Pengadiian jika Pecaritiu Nar=kotika tidak ter"bukti
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pasal 34

(i) Setiap penyeienggara program rehabilitasi harus men3rusun stanciar
prosedur operasional rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi
yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman
penatalaksanaan rehabilitas.

(2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan
perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
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(3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana
dimaksud pada a-vat (21 bersifat rahasia.

(4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Terhadap Pecandu Narkotika yang teiah seiesai menjalani rehabiiitasi
dilakukan pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan berkelanjutan
dengan mengikutsertakan masyarakat.

(2) Pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfujuan untuk:
a. Pencegahan kekambuhan;

b. menghilangkan semua pikiran negatif atau kriminal yang ada selama
1n1;

hidup sehat tanpa narkoba; dan

produktivitas atau pengembalga::r bakat dan minat.

(3) Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Waiib Lapor sebulan sekali
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

(4) Pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan berkelanjutan
sebagaimana dimahsr-rd pa-da, a-ya-t (1) elilal<salakan oleh Bupati melalui
Perangkat Daerah terkait.

(5) Dalam rangka pembinaan, pengawas€rn, dan Pendampingan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat
membentuk tim pelaksana pembinaan, pengawasan, dan Pendampingan
berkelanjutan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan Perangkat
Daerah terkait.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungiawab kepada
Bupati.

Pasal 36

(t) Untuk mervujudkan tujuan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan melalui:

a. pelayslsn untuk memperoleh kesempatan kerja;

b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan;

^ t-^L-^: -^^:^1.L. Avrrls1 rvsrant

d. rumah damping; atau

e. rawat lanjut.

(2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan keq'a sebagaimana
dimaksud pada a5iat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi ketenagake{ aan.

c.

d.

BAB VII
r_a\sr-A t<lrr lAu_tLr rA51

Pasal 35
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(3) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi pendidikan.

(4) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
di-laksanakan oleh Perargka-t Da.era-h ya:rg membidangi sosial.

(5) Rumah damping dan rawat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dan huruf e dilaksaaakan oleh Badan Narkotika Nasional
Kabupaten dan/atau instansi dan/atau kelompok masyara-kat yang
berkompeten menyelenggarakan upaya pasca rehabilitasi.

BAB VIII

KERJA SAMA/KEMITRAAN

Pasal 37

(1) Dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintahan
Daerah dapat melakukan ke{a sama/ kemitraan dengan pihak lain.

(2) Ke{a sama/ kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam
bentuk:

a. antisipasi dini;
b. Pencegahan;

c. penelitian; dan/atau
d. sinergitas program kerja.

(3) Kefa samaT kemitraan dalam bentuk antisipasi dini dan Pencegahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dikoordinir
oleh Perangkat Daerah terkait.

(4) Kerja sama/ kemitraan dalam bentuk penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memprioritaskan perguruan
tinggi lokai.

(5) Kerja sama/ kemitraan dalam bentuk sinergitas program ke{a
sebagaimana dimaksuc{- pad-a ayat (2) hr-rrr. f d, dilakukan dalam rangka
elisiensi dan efektivitas program kerja masing-masing pihak yang
terkait dengan Pencegahan dan Penyalahgunaurn Narkotika.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 38

(f) Dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati Cq. Ketua
Harian Pelaksana melalui Perangkat Daerah yang membidangi
kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi sosial yang
berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, dapat membuat
Sistem Informasi terkait peiaksanaan upaya Pencegahal dan
pemberantasan peyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.
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(2) Informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi sebagaimana
dimaksrrcl oaela avat f 11. nalino sedikit memrrat:---- l------- -'J'-- \-tt f -.--'-o

A. IPWL;
l- l^^-^1^ 

-^-^l^-^- 
lr^-l-^t:l-^ -lJ. (lir.cl ianr I i1.wi,-ll lJEr Eu.iar iatl rIail lr.t,Lltld,;

c. daftar tempat Rehabilitasi Medis;

d. daf.tar tempat Rehabiiitasi Sosial; cian

e. daftar kasus Narkotika.

(3i Sistem Intbrmasi sebagaimarla dimaksud pada ayat ili dibuat dalam
bentuk media dalam jaringan yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB X

PART.I SIPASI MAS-y ARAIGT

Pasal 39

(li Masyarakat mempunyai hak berpatisipasi <iaiam upaya Pencegahan cian
pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.

(2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam bentuk:

a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya
dugaan tindak pidana Narkotika;

b. mendapatkan pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana
NarkoCka;

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab
lecnarlq rreneoqlr lrrrlnrrn afarr FINN Dqcrqh rrar.tc, ?ylpr.lrlr.tcreni ncrlrare
tindak pidana Narkotika;

d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan
kepada penegak hukum atau BNN Daerah; dan

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan
melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rlirrn rir rrllran rlalqrn henfr rlr'

a. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau BNN Daerah
apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika;

b. melakukan sosialisasi dalam Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika;

c. melaksanakan prograrn perencanaan pembangunan berwawasan
antinarkoba (BANG WAWAN) dan berkoordinasi dengan BNN Daerah,

d. turut serta mewujudkan program perencanaan pembangunan
berwawasan lingkungan (BANG WAWAN) dengan Organisasi,
kelompok maupun kegiatan-kegiatan ]'ang mensosialisasikan bahaya
Narkotika;

-t-t--1-^-^ a l--^1-^-: .,^-- -^--t-----:--- --1----^--l--: !--.-^l^ ,-^-1---e. rfieiEii(ul{all frr-lvf)Kasl fiail pelnDcllan rcr(Lrllrcllrlasr x.cpalra Kurlj?rrr
dan Pecandu Penyalahguna Narkotika;
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f. ikut berperan aktif dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
kenada Penan sgr rla nrran Penvelahsr lne Narkotika :---r_ ------ - ------@---__--o---- - ---J '-----o__- ^-_ ^ -- -'_ -'__'_i

g. melakukan pembinaan dan peningkatan program Rehabilitasi Medis
dan Rehabilitasi Sosial melalui kerja sarna dari BNN Daerah;

h. melakukan Penilaian kepada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu
yang di rehabilitasi di instansi Rehabilitasi yang dikelola oleh
masyarakat;

i. mengawasi pemusnahan barang bukti Narkotika; dan
j. mengav/asi upaya penyiciikan, penuntui;an, persidangan, eksekusi

putusan, dan pembinaan narapidana.

BAB XI

PEI,APORAN, MONITORING DAN EV-ALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 4O

(1i IPW-L melaporkan datalinformasi Pecanciu Narkotika setiap buian
kepada Bupati Cq. Ketua Pelaksana Harian melalui Perangkat Daerah
yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi
sosial.

(21 Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah
rr4rntr rnernhidqncri qnciql cehqoairnancr rlirnqleslrrl narle nrraf ( 1 1

merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.

(3! Data/informasi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:

a. jumlah Pecandu Narkotika yang ditangani;

b. identitas Pecandu Narkotika;

c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;

d. lama pemakaian;

e. cara pakat z,at;

f. diagnosa; dan
g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 41

(i) Bupati Cq.Ketua Pelaksana Harian meiaporkan Kegiatan
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Daerah
kepada Menteri Dalam Negeri Cq.Diden Politik dan Pemerintahan Umum
melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Timur,

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan.
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Bagian Kedua

Monitoring cian Evaluasi

PasaT 42

(li Daiam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib Lapor yang diketuai oleh
Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial, Bakesbangpol, Badan Narkotika Nasioanal Kabupaten, Direktur
RSUD dan Kasat i$arkoba Polres.

(2) Kegiatan pelaksanaan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat
{11 rnelinrrti'

a. penerapan prosedur Wajib Lapor;
l^ --t_-- -^- rrr-::t- r _D. CaicLipafl proses w'aJiD Lapor;

c. tantangan dan hambatan proses Wajib Lapor;

ri. icaaiitas layanan IPWL;

e. jumlah Pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan

i. jumlah prevalensi Pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

tl) Bupati meiaiui Kepaia Kesatuan Bangsa cian Poiitik meiakukan
pembinaan terhadap penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberanta.san Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Daerah.

(2) Bupati melalui Inspektur Inspektorat Daerah melakukan pengawasa.n
terhadan nenvelenesaraan Fa-silitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTR,{TIF

Pasal 44

(i) Daiam rangka penegakan Fasiiitasi Pencegahan cian Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif
terhadap Satuan Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Organisasi
Perangkat Daerah, badanl Tempat Usaha, serta Asrama/pemondokan
<li Daerah yang tidak memenuhi kcwajibannya sebagaimana dimaksu<i
dalam Pasal 13.

{21 Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada a3'at (1} berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertuiis;.
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c. penghentian sementara kegiatan;

d. denda administratif; dan

e. pencabutan izin usaha.

(3) Dalam rangka penegakkan Fasilitasi Pencegahaa dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif
kepada IPWL dan Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika, jika :

a. or€rng tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup
umur sengaja tidak melaporkan kepada IPWL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a;

b. sanksi administratif kepada Orang tua atau wali dari Pecandu
Narkotika yang belum cukup umur sesuai huruf a ditembuskan
kepada pihak Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. IPWL menolak Pecandu Narkotika yang melaporkan diri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3);

d. IPWL tidak melalrukan Penilaian terhadap Pecandu Narkotika
untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan

e. penyelenggara program rehabilitasi tidak melakukan pencatatan
pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau
dokumen rekam medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (21.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

c. rekomendasi pencabutan status IPWL kepada Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia.

BAB xIV
PENDANAAN

Pasal 45

(l) Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan <ian
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika, bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

d. alggaran pendapatan dan belanja desa; dan

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan pemberaltasan
Penyalahgr.rnaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian
pelalsanaan ar,ggarar. kecamatan dan Kelurahan.

(3) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredarar Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KE*IENTUAN PENI.JTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penemPatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penqjam
pada tanggal 7 November 2022
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